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PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Buol
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang
diajukan oleh:
Jalil bin Halim Usman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Monano,
Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut
sebagai : “Pemohon I”
Yuni binti Husain, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Monano,
Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut

sebagai : “Pemohon II”

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca semua surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il serta para saksi di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya tertanggal
16 Oktober 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama
Buol tanggal 16 Oktober 2019 dengan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Bual,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Agustus tahun 2000, pemohon | dengan
pemohon I, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Busak
I, Kecamatan Biau, Kabupaten Tolitoli;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka, dan
Pemohon Il berstatus Perawan; pernikahan di langsungkan dengan wali nikah
Ayah kandung pemohon Il bernama Pak Husain, kemudian mewakilkan
kepada Pa Imam yang bernama Rasid Saripi, untuk menikahkan pemohon |
dan pemohon Il, dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-
laki aqil Baligh masing-masing bernama Ahmad Usman (Alm) dan Samad
Made, dengan mahar berupa 70 Pohon Coklat di bayar Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan
adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il Hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai anak masing-
masing;

a. Roni J. Halim umur 18 tahun

b. Serli J. Halim umur 17 tahun

c. Arwansa umur 7 tahun

5. Bahwa selama pernikahan antara pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
terjadi  perceraian dan pemohon | tidak sedang dalam ikatan perkawinan
dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat
status perkawinan pemohon | dan pemohon Il tersebut dan selama itu pula
pemohon | dan pemohon Il tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena

perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdaftar di Kantor Urusan

Agama Kecamatan dengan alasan, bahwa petugas yang menangani
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pernikahan pemohon | dan pemohon Il tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan
Agama untuk di buatkan buku Nikabh;

7. Bahwa saat ini Pemohon | dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah
tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon | dan Pemohon I
serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dengan Pemohon Il mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Jalil bin Halim Usman)

dengan pemohon Il (Yuni binti Husain) yang di langsungkan pada tanggal

15 Agustus tahun 2000, di Desa Busak I, Kecamatan Biau, Kabupaten

Tolitoli;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah
datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 16
Oktober 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol
tanggal 16 Oktober 2019 dengan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Buol dalam sidang
terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para
Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya para Pemohon
mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Samad Kadir bin Kadin Mader, umur 67 tahun, agama Islam,

Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Busak |, Kecamatan Karamat,

Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon I, dan

di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut

tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
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" Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai sepasang suami
istri;
= Bahwa Pemohon | menikah dengan Pemohon Il pada 15

Agustus 2000 di Desa Busak |, Kecamatan Karamat, Kabupaten
Buol;

" Bahwa Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung
Pemohon Il yang bernama Husain;

" Bahwa Yang menjadi saksi pernikahannya adalah Ahmad
Usman (Alm) dan Samad Made;

. Bahwa Maharnya adalah 70 Pohon Coklat di bayar Tunai; dan
telah diberikan kepada Pemohon Il secara tunai pada saat itu;

. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus
jejaka, dan Pemohon Il berstatus perawan, dan tidak dalam pinangan
orang lain;

" Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;

. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sudah dikaruniai 3 orang
anak bernama : Roni J. Halim umur 18 tahun; Serli J. Halim umur 17
tahun; Arwansa umur 7 tahun;

" Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon | dan
Pemohon Il bercerai;

" Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar
Pemohon | dan Pemohon Il keluar dari agama Islam;

" Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada
orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon | dan
Pemohon II;

. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah memiliki buku

nikah;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Buol @ halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka
kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan
hukum lainnya;
2. Rasid H. Usman bin Halim Usman, umur 52 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Monano, Kecamatan Karamat,
Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, dan
di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut

tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

" Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai sepasang suami
istri;
= Bahwa Pemohon | menikah dengan Pemohon Il pada 15

Agustus 2000 di Desa Busak |, Kecamatan Karamat, Kabupaten
Buol;

" Bahwa Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung
Pemohon Il yang bernama Husain;

" Bahwa Yang menjadi saksi pernikahannya adalah Ahmad
Usman (Alm) dan Samad Made;

" Bahwa Maharnya adalah 70 Pohon Coklat di bayar Tunai; dan
telah diberikan kepada Pemohon Il secara tunai pada saat itu;

= Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus
jejaka, dan Pemohon Il berstatus perawan, dan tidak dalam pinangan
orang lain;

. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;

. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sudah dikaruniai 3 orang
anak bernama : Roni J. Halim umur 18 tahun; Serli J. Halim umur 17

tahun; Arwansa umur 7 tahun;
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. Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon | dan
Pemohon Il bercerai;

" Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar
Pemohon | dan Pemohon Il keluar dari agama Islam;

" Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada

orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon | dan

Pemohon II;

" Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah memiliki buku
nikah;

. Bahwa Untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka

kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan
hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon
penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala
hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada
papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman
dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman
Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku Il edisi revisi tahun 2013 halaman
145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan
tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat

dilanjutkan pemeriksaannya;
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Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah
tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari
Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan para
Pemohon berdomisili hukum di walayah Pengadilan Agama Buol dan karenanya,
sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam
Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat
diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat
nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon | dengan Pemohon II)
tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis
Hakim menilai bahwa Pemohon | telah menikah dengan Pemohon Il dengan wali
nikahnya adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Husain dan disaksikan
oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Ahmad Usman (Alm) dan Samad
Made;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para
Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Samad Kadir bin Kadin
Mader, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa
Busak |, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, dan Rasid H. Usman bin Halim
Usman, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa
Monano, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, keduanya telah datang secara
langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian
memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan
Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran
dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat

diterima;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti
serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah
menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | telah menikah secara agama Islam dengan

Pemohon Il yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2000

di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, dengan Wali nikah

ayah kandung Pemohon Il yang bernama Husain dengan mahar berupa 70

Pohon Coklat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum

pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon | dan Pemohon Il masih

tetap beragama Islam;

2. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut tidak ada

hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan

perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan
perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa status Pemohon | adalah jejaka sedangkan Pemohon Il

adalah perawan, keduanya masih beragama islam, dan Pemohon II tidak

dalam masa Iddah dan dalam pinangan orang lain;

4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon | dengan

pemohon Il telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakdaddukhul)

dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Roni J. Halim umur 18 tahun ;

Serli J. Halim umur 17 tahun; Arwansa umur 7 tahun;

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas,
terbukti bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut telah
memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan
pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44

Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti
nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi
kependudukan, dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya
kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syari yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

= Pendapat Ulama Figh dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 :
e alog vy ainsoe ;S5 sl e Tl socall 99
Jac granlivg slg 92u

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan

syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

= Pendapat Ulama Figh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

UL alsladl andLl 18] Jasyg

Artinya :  Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon | dengan
Pemohona Il telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim
menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkanya permohonan para Pemohon,
maka demi kepastian hukum, maka para Pemohon segera mencatatkan
pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman
para Pemohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Karamat, untuk
mendapatkan Kutipan Akta Nikabh;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50
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tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon |, Jalil bin Halim Usman dengan
Pemohon II, Yuni binti Husain yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15
Agustus tahun 2000 di Desa Busak |, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Buol, pada hari Kamis tanggal 14

Nopember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awal 1441 Hijriyah.

dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari

Nurmaidah, S.H.l, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Wahab Ahmad, SHI,

SH, MH dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andi Syaiful Cibu, S.H sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
Wahab Ahmad, SHI, SH, MH Nurmaidah, S.H.l, M.H.
Hakim Anggota I,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti,
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Andi Syaiful Cibu, S.H
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 80.000,-
3. B
iaya Panggilan : Rp. 135.000,-
4. PNBP Pgl :Rp. 20.000,-
5. Redaksi :Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai - Rp. 6.000,
Jumlah Rp. 331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
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